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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
antara:
XXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, 09 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa XXXX,
Kecamatan XXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi
Sumatera Utara, sebagai Pemohon [;

XXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, 07 Februari 1978, agama Islam,
pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa
XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Mandailing Natal,
Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon | dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon II dengan surat
permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal tersebut dengan register
perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pyb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan pada
Tanggal 15 September 1997, di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten
Mandailing Natal, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon Il bernama
XXXX dengan mahar berupa uang senilai Rp.1.250.000 (Satu Juta Dua
Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar Tunai dan dengan disaksikan oleh
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saudara dan kerabat dekat Pemohon | dan Pemohon Il antara lain yang
bernama XXXX dan XXXX;

2. Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak tercatat pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, tempat kediaman Pemohon | dan
Pemohon II;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon | berstatus Perjaka sementara
Pemohon Il berstatus Gadis;

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 3 (tiga)
anak yang bernama;
4.1. Morainal (Laki-laki), ,umur 24 tahun dan telah menikabh;
4.2. Imam Sanusi (laki-laki), umur 20 tahun dan telah menikabh;
4.3. Amaliya Nur Anggina Dly (Perempuan), lahir di XXXX 18 Februari
2007,
5. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan mahram maupun

susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak
pernah bercerai maupun pindah agama (murtad) Pemohon | dan Pemohon
Il beragama Islam;

6. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon | dan
Pemohon Il tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;.

7. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan bukti pernikahan
tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak,
Kartu Keluarga Pemohon | dan Pemohon Il da Keperluan lainnya
berhubungan dengan buku nikah;

8. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sanggup membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon | dan
Pemohon Il mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq.
Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai
berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (XXXX) dengan Pemohon II
(XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1997, di Desa
XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Mandailing Natal;
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3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan  hukum  dan
perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya
permohonan lItsbat Nikah tersebut pada tanggal 15 Januari 2024 untuk masa
pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama
masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan
Agama Panyabungan sehubungan dengan permohonan Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon | dan
Pemohon Il telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa berdasakan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka
persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il yang isi pada posita nomor 1 diperbaiki pada saksi nikah yang
semula “XXXX Daulay dan XXXX” menjadi “XXXX dan XXXX" dan maksudnya
tetap dipertahankan oleh Pemohon | dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon | dan
Pemohon Il telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing
adalah:

1. XXXX, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di Desa XXXX I, Kecamatan XXXX, Kabupaten
Mandailing Natal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon I, karena saksi
adalah bibi Pemohon | Pemohon I;

- Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri;
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- Bahwa, Pemohon | melangsungkan pernikahan menurut agama Islam
dengan Pemohon Il pada tanggal 15 September 1997, di Desa XXXX,
Kecamatan XXXX, Kabupaten Mandailing Natal,

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon | dan Pemohon Il melakukan akad;

- Bahwa wali nikah Pemohon | dan pemohon Il adalah Ayah Kandung
Pemohon Il bernama XXXX;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il adalah XXXX dan XXXX;

- Bahwa mahar diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il adalah berupa
uang sebesar Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), di
bayar tunai oleh Pemohon I;

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il
berstatus gadis, dan usia Pemohon | dan Pemohon Il sudah cukup umur
atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta
disetujui keluarga;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada larangan hukum Islam
seperti karena hubungan sedarah, sesusuan dan atau semenda,
sama-sama beragama Islam, sudah cukup umur/usia, serta tidak dalam
pinangan orang lain,

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun
orang lain yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon |
dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai dan hidup rukun
dan harmonis sampai sekarang ini;

- Bahwa alasan pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak dicatatkan di
Kantor Urusan Agama setempat karena masalah administrasi;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan Pengesahan/Itsbat Nikah
ke Pengadilan Agama Panyabungan untuk keperluan memperoleh buku
nikah Pemohon | dan Pemohon Il guna persyaratan admistrasi PPPK;

2. XXXX binti XXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
petani, bertempat tinggal di Desa XXXX |, Kecamatan XXXX, Kabupaten
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Mandailing Natal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon I, karena saksi
adalah saudara kandung Pemohon I;

- Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri;

- Bahwa, Pemohon | melangsungkan pernikahan menurut agama Islam
dengan Pemohon |l pada tanggal 15 September 1997, di Desa XXXX,
Kecamatan XXXX, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon | dan Pemohon Il melakukan akad;

- Bahwa wali nikah Pemohon | dan pemohon Il adalah Ayah Kandung
Pemohon Il bernama XXXX;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il adalah XXXX dan XXXX;

- Bahwa mahar diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il adalah berupa
uang sebesar Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), di
bayar tunai oleh Pemohon I;

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon I
berstatus gadis, dan usia Pemohon | dan Pemohon Il sudah cukup umur
atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta
disetujui keluarga,;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada larangan hukum Islam
seperti karena hubungan sedarah, sesusuan dan atau semenda,
sama-sama beragama Islam, sudah cukup umur/usia, serta tidak dalam
pinangan orang lain,

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun
orang lain yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon |
dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai dan hidup rukun
dan harmonis sampai sekarang ini;

- Bahwa alasan pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak dicatatkan di
Kantor Urusan Agama setempat karena masalah administrasi;
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- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan Pengesahan/Itsbat Nikah
ke Pengadilan Agama Panyabungan untuk keperluan memperoleh buku
nikah Pemohon | dan Pemohon Il guna persyaratan admistrasi PPPK;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon | dan Pemohon
Il menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon | dan
Pemohon Il tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan

Pemohon Il adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Pemohon | dan Pemohon Il telah diumumkan pada papan pengumuman
Pengadilan Agama Panyabungan selama 14 hari sebelum perkara ini
disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas
permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis
Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, berdasakan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 206/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal
maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal,

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon | dan Pemohon II
adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan perkawinan pada
tanggal 15 September 1997, di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten
Mandailing Natal;

2. Bahwa, wali Nikah Pemohon Il adalah Ayah Kandung Pemohon Il bernama
XXXX, dengan disaksikan oleh saksi bernama XXXX dan XXXX dengan
maskawin berupa uang sebesar Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima
puluh ribu rupiah), dibayar tunai oleh Pemohon I;

3. Bahwa saat menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il berstatus

gadis;
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4. Bahwa, antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada halangan menikabh;

5. Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon II;

6. Bahwa, selama menikah Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai
dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

7. Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

8. Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat nikah ini adalah
untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il ke Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon | dan Pemohon II mengakui
adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung
hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon |
dan Pemohon Il wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon
| dan Pemohon Il telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Pemohon | dan Pemohon Il sudah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana
diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon | dan
Pemohon Il adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon | dan Pemohon Il
oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon | dan
Pemohon Il bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena
itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309
R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta

kejadian sebagai berikut:
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=

Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan perkawinan pada
tanggal 15 September 1997, di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten
Mandailing Natal;

2. Bahwa, wali Nikah Pemohon Il adalah Ayah Kandung Pemohon Il bernama
XXXX, dengan disaksikan oleh saksi bernama XXXX dan XXXX dengan
maskawin berupa uang sebesar Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima
puluh ribu rupiah), dibayar tunai oleh Pemohon I;

3. Bahwa saat menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il berstatus
gadis;

4. Bahwa, antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada halangan menikah;
Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon II;

6. Bahwa, selama menikah Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai
dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat nikah ini adalah
untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il ke Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il yang dilaksanakan
pada tanggal 15 September 1997, di Desa XXXX, Kecamatan XXXX,
Kabupaten Mandailing Natal telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan
sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;

2. Bahwa saat menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il berstatus
gadis;

3. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon II;

4. Bahwa, dari pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il telah dikaruniai 3

(tiga) orang anak;
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5. Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat nikah ini adalah
untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il di Kantor
Urusan Agama Kecamatan setempat serta sebagai persyaratan
administrasi PPPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan

Pemohon | dengan Pemohon Il telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi

dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang

diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :
AL o deoma g TR o TR B Oy i B - @ W0 -0 200 . -0
D€ s Aded 68 S0 &l G Uigt Gikiize e

Artinya : Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah
kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adlil;

Pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il juga telah dilangsungkan dengan
adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon | kepada Pemohon I
sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an Surah an-Nisa’ ayat 4:
o) aD xiigiwls3lsl.....
Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;
Bahwa selama pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il berlangsung
tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon
I dengan Pemohon II, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih
oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi:
e setFk At 2
“Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah”;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il telah
memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi
Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana
Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10,
dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan

dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka
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Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon | dan
Pemohon Il telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan
ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia sehingga permohonan Pemohon | dan Pemohon Il dapat dikabulkan
sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam
sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat
hukumnya;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon | dan
Pemohon Il guna mendaftarkan pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il di
Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Kabupaten Mandailing Natal dan
untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon | dan Pemohon Il, maka
diperintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan setempat, Kabupaten Mandailing Natal, serta dapat dijadikan
sebagai bukti otentik untuk pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan
perkawinan Pemohon | dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon
Il;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (XXXX) dengan Pemohon
II, (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1997, di Desa
XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Mandailing Natal;

3. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp.520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
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Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama
Panyabungan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh Agus Sopyan, S.H.l., M.H sebagai
Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Zulpan, S.Ag, M.H sebagai
Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon Il.

Hakim,

Agus Sopyan, S.H.l., M.H

Panitera,

Zulpan, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses "Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 400.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).
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